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PUTUSAN
Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.BL

Z (P2 z
M@;@@M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, Umu mah Tangga,
‘ Kabupaten
tnya dengan
iluar wilayah

g, selanjutnya

Pengadilan Agama te
Telah membaca, memp
Telah mendengar keterang

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
2234/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2020, Pemohon dengan Termohon

telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA
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Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata

pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 30 September 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul
bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Kalirejo RT 01
RW 05 Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dalam
keadaan sudah baik (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama
XXXXXXXXXX, tanggal lahir 11 Maret 2021 yang saat ini dalam asuhan
Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam

a8 dalam urusan

Pemohon;

& saja namun

fkabar, selama

ada yang mengetahuinya;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunggu kedatangan
Termohon dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan
perkawinannya dengan Termohon untuk itu Pemohon mohon izin untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan
Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
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6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Blitar cg. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi I1zin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan Talak

terhadap Termohon (x OoeaEdifedapgan sidang Pengadilan Agama

ini Pemohon
%s panggilan
Nomor 2234/Pdt
September 2024

sebanyak 2 kali ng

tanggal 09

mi .dan patut

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat, berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama
Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 16
Desember 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XxxXxxXxxxXxx atas nama

Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
KUA Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 30
September 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx tanggal 05 Agustus
2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberdadi
Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);

ersebut di atas, Pemohon juga

Bahwa selain alat bukti ‘

Pekerjaan Wirswasta,

Sz

Termohon seringkali sulit diaa nikasi dalam urusan rumah
tangga dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal,
yang hingga kini £ 11 bulan lamanya sejak Termohon pergi tanpa pamit;

- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar
dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik

Indonesia;
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- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan

Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan
Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha memberikan nasihat
kepada Pemohon agar rukun kembali dan kedatangan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXxXxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXX;

Di bawah sumpah saksi memberikag.keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi : d ermohon karena saksi

- Bahwa sete 3 rukun tinggal
bersama b , dan
dikaruniai 1 ; : |

- Bahwa padg N ernfdhon baik-baik

saja, hamunige) d!/sering terjadi
pertengkaran disebabkan
Termohon serl urusan rumah
tangga dan Termagit ki-laki lain;

- Bahwa antara Pe ( g “-.'.

yang hingga kini £ 11 buted manyajakT n pergi tanpa pamit;
- Bahwa selama pergi, Termo 5 akeBe nah pulang, tidak kirim kabar
dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik
Indonesia;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan
Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil menemukan

Termohon;
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- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha memberikan nasihat
kepada Pemohon agar rukun kembali dan kedatangan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan

merupakan satu kesatuan yang tidak tegpisabkan dari putusan ini;

2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
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Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
sebagai wakil atau kuasanya yang sab.dag. tidak ternyata ketidak hadirannya

disebabkan oleh suatu .. yang ssap hukum, maka harus

dinyatakan bahwa Termaqlgayf te i dan patut namun
tidak pernah hadir, ole{fké ARV 8 425 (1) HIR perkara
ini diperiksa tanpa haffighy®s

Menimbang, ang disebutkan
dalam kitab Al A ' bl alih sebagai

pendapat Majelis ¥

Artinya: Apabila Z oib, perkara
itu diputus
Menimbang, @2 fermohon hanya

beraspek pada perkge rnya Termohon,

. ia ' ' al ‘a‘_ #on harus dibuktikan
dengan keterangan saksi-sak3k, ; i /

Menimbang, bahwa “-\*--..._,_,p-v #€erai talak didasarkan atas
alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon
dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak 09 Agustus 1900
antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

a.

Termohon seringkali sulit diaajk berkomunikasi dalam urusan rumah

tangga, seperti Termohon seringkali mendiamkan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

" putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan antara

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini
kurang lebih sudah + 11 bulan lamanya serta Termohon sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan
alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga
atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan
hukum acara khusus sesuai kehendak Rasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang

yang dibuat oleh pejabat yang bere dar |inya tersebut tidak dibantah,

maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti
P.3 bukan merupakan alat bukti otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain
yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya
sebagai bukti pendukung dalil-dalii permohonan Pemohon, sebagaimana
ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;
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Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang
saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di
depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena
itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi
berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena
itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi

171, 172 HIR jo. Pasal 22 ayat tah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 134 Kompilasi (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 #éf 8 dengan Undang-
undang Nomor 3.T Jlengan Undang-

nilai pembuktian;
Menimbangj yang telah
dikuatkan denga atas nama

Pemohon, maka jite Bhon tercatat

suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan,
yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon selama + 11 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan
tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di
seluruh wilayah Republik Indonesia;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah
dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang
nyata menurut hukum, bahwa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 30 September 2020 dan dikaruniai 1 orang anak;

- Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam
keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 1900 telah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali

sulit diaajk berkomunikasi dalam urusan rumah tangga dan Termohon telah

- Antara Pemohon dan Tgffheff Bk at tinggal yang hingga
sekarang + 11 bulgf e, pergi meninggalkan
Pemohon dan sekgfghely ). 1aniy&, diseluruh wilayah

Republik Indohe

o T rre A v 2E 4 2 E S }z//./,iu P
=il Jas ) 558 el wead Jp K Els Ol fanii D

Fz .- __ Fa_a

2 -2 __ Za_
Ao )9 02

T— T
Artinya: Dan diantara tanWWlah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu irl, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih
dan sayang,
maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah
tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih
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sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih
+ 11 bulan bahkan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya
dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka sudah tidak nampak
tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang demikian
itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun

kembali, disisi lain Majelis Hakim maupua_keluarga Pemohon telah berusaha

menunggu kedatangan 1€
mereka jika dipertahagk;

Termohon terseb
Allah SWT dalam &

halaman 83 yang berbunyi:
cn_.._g.bg(l) u?-_,)‘ Ega-ujja.@'u? LEM‘CIUL' TLYUL’JJ‘.\E}
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Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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" putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon
dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang

dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat£2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 19 huruf (f) P -
Ku

sidang Pengadilan

Menimbang ‘ *‘ Wil bidanc \_ winan, maka
berdasarkan Pasg K
Peradilan Agama
2006 dan diubahf
2009, maka beay pe

Mengingat St

1. Menyatakan bahwa T&ghohOR
untuk menghadap di per :

2. Mengabulkan permohonan PemoHe ‘ : erstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxX) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan
Agama Blitar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini
sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar
berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.
Moh. Jaenuri, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Syakur, M.H., masing-masing
sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Suyono, S.H., sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Drs. Moh. Jae

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ....... Rp. 30.000,00 Untuk salinan

2. Biaya Proses........ Rp. 100.000,00 Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan ............. Rp. 540.000,00 an. Panitera

4. PNBP Panggilan... Rp. 20.000,00 Paniteré Muda Gugatan
5. Sumpah............... Rp. 50.000,00 ’
6. Redaksi............... Rp. 10.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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7. Meterai ............... Rp. 10.000,00
Jumlah ............... Rp. 760.000,00
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2234/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 14
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



